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ABSTRAK 

Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus kebocoran data pribadi sistem 

elektronik, bahkan lembaga negara tidak luput dari kejadian ini. Kasus kebocoran 

data pribadi dapat berasal dari lemahnya sistem keamanan pada penyelenggara 

sistem elektronik atau kelalaian dari manusia yang mengakibatkan data pribadi 

bocor. Perkembangan teknologi menyebabkan perkembangan baru dalam sektor 

perbankan. Salah satunya dengan hadirnya bank digital. Penyelenggaraan bank 

digital yang dilakukan full digital meningkatkan ancaman terhadap kejahatan 

siber. khususnya pada penyimpanan data pribadi nasabah apabila tidak didukung 

dengan sistem elektronik yang andal dan aman. Namun, terkadang sistem 

terlemahlah yang menjadi tujuan dalam kejahatan siber yang dalam hal ini 

manusia. Dalam kasus kebocoran data pribadi nasabah bank digital sering kali 

terjadi akibat kelalaian nasabah itu sendiri. Pengaturan perlindungan data pribadi 

di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral dan belum ada satu undang-undang 

khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi. Peraturan yang 

sektoral ini tersebar di UU Administrasi Kependudukan, UU ITE, POJK, sampai 

dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi. bank digital tetaplah bank 

umum sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan. Sehingga ketentuan yang 

berlaku bagi bank umum juga tunduk pada bank digital, hal ini juga diatur dalam 

Pasal 30 POJK Nomor 12/2021. Namun, pengaturan yang ada saat dirasa masih 

belum bisa memberikan perlindungan yang cukup terhadap kebocoran data 

pribadi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan 

perlindungan data pribadi pada bank digital di Indonesia dan perlindungan hukum 

yang dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kebocoran data pada Bank 

Digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan Perundang-undangan (statute 

approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).  

Kata kunci : Bank Digital, Data Pribadi, Penyelenggara sistem elektronik, 

Kebocoran Data Pribadi, Bank Umum. 
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ABSTRACT 

Recently, there have been many cases of leakage of personal data from electronic 

systems, even state institutions are not spared from this incident. Cases of leakage 

of personal data can stem from the weakness of the security system at the 

electronic system operator or human negligence resulting in the leakage of 

personal data. Technological developments lead to new developments in the 

banking sector. One of them is the presence of digital banks. The implementation 

of a digital bank that is carried out fully digital increases the threat to cyber 

crime. especially in the storage of customer personal data if it is not supported by 

a reliable and secure electronic system. However, sometimes it is the weakest 

system that becomes the goal in cybercrime, in this case humans. In the case of 

leakage of personal data of digital bank customers, it often occurs due to the 

negligence of the customer himself. The regulation of personal data protection in 

Indonesia is currently still sectoral in nature and there is no specific law that 

regulates the protection of personal data. These sectoral regulations are spread 

out in the Population Administration Law, the ITE Law, POJK, to the Regulation 

of the Minister of Communication and Information. digital banks are still 

commercial banks as stipulated in the Banking Law. So that the provisions that 

apply to commercial banks are also subject to digital banks, this is also regulated 

in Article 30 of POJK Number 12/2021. However, the current settings are still not 

able to provide sufficient protection against personal data leakage. For this 

reason, this study aims to analyze the regulation of personal data protection at 

digital banks in Indonesia and the legal protection that can be provided to 

customers who experience data leakage at Digital Banks. This research is a 

normative legal research using 2 approaches, namely the legal approach (statute 

approach) and the conceptual approach (conceptual approach). 

Keywords  : Digital Bank, Personal Data, Electronic System Operator, 

Personal Data Leakage, Commercial Bank. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan internet semakin pesat. Pengguna internet di 

Indonesia terus meningkat apabila dibandingkan dengan pengguna internet 

pada tahun 2020. Berdasarkan hasil laporan Hootsuite dan We Are Social, 

pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta hingga Januari 2021. 

Menurut Hootsuite dan We Are Social, total penduduk RI menyentuh di angka 

274,9 juta jiwa. Ketika ada 202,6 juta pengguna internet, itu artinya 73,7% 

warga Indonesia sudah tersentuh dengan berselancar di dunia maya.1 

Teknologi informasi yang semakin canggih membuat tuntutan akan 

kemudahan mendapat informasi semakin tinggi. Teknologi informasi yang 

berkembang berdampak pada segala aspek khususnya dalam sektor perbankan. 

Inovasi perbankan berbasis teknologi informasi di industri perbankan dewasa 

ini memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Sebagai 

contoh, adanya produk-produk electronic banking seperti ATM, Kartu Kredit, 

Kartu Debet, Internet Banking, SMS/mobile banking, phone banking, dll, telah 

mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi 

waktu maupun dari sisi jangkauan geografis.2 

                                                
1 Agus Tri Haryono, “Pengguna Internet Indonesia Tembus 202,6 Juta” 

https://inet.detik.com/cyberlife/d-5407210/pengguna-internet-Indonesia-tembus-2026-juta, diakses 

pada 8 oktober 2021. 
2 Agus Santoso dan Dyah Pratiwi, ‘Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik 

Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2008, h. 1. 
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Untuk memberikan pelayanan kemudahan bagi nasabah dalam 

bertransaksi, pendirian Bank Digital pun mulai dikembangkan. Berdasarkan 

hal tersebut sebagai bentuk dukungan akselerasi transformasi digital untuk 

lebih inovatif, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Selanjutnya disebut POJK 

12/POJK.03/2021) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum 

(Selanjutnya disebut POJK 13/POJK.03/2021). POJK 12/POJK.03/2021 lebih 

memfokuskan kepada penguatan aturan kelembagaan mulai dari persyaratan 

pendirian bank baru dan aspek operasional, diantaranya penyederhanaan dan 

percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses 

bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian Bank Digital, sampai 

dengan pengakhiran usaha.  

Pengertian Bank digital didasarkan pada Pasal 1 angka 22 POJK 

12/POJK.03/2021 adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan 

dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa 

kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Bank 

Berbadan Hukum Indonesia (Bank BHI) sendiri adalah Bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

Dominasi dari Bank Digital yang telah ada, berasal dari lembaga 

perbankan konvensional. Untuk menjadi Bank Digital, perbankan 


